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ABSTRAK :   - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum 

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari 

dipandang perlu adanya Prosedur Standar Operasional (SOP) 

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH); bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Batang Hari tentang Standar Operasional Prosedur 

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari. 

    - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 

2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020. 

  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standar Operasional 

Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari. 



CATATAN:  - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 

Oktober 2021. 

Lampiran 13 halaman. 

 


